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Abstrak 
Pada Putusan  Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015 bahwa diajukan gugatan ke Pengadilan menginginkan penyelesaian sengketa dihadapan Kepala Desa Aikmel sehingga terbitlah Berita Acara Penyelesaian sengketa yang dibuat oleh Kepala Desa Aikmel pada tahun 2013. perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa beserta Sertifikat Hak Milik nomor 1740/2008 atas nama H.Muh. Thohir dan membuat Surat Pernyataan Jual Beli atas obyek sengketa tanggal 14 Agustus 2007 antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I yang dibuat oleh Kepada Desa Aikmel dan termasuk segala surat peralihan Hak atas tanah lainnya yang timbul atas obyek sengketa. Tujuan penelitian ini  untuk menganalisis mengenai kebenaran menurut konsep hukum perdata agraria tergugat telah dikatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) pada pertimbangan hakim putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 dan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat atas sengketa hak milik atas tanah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Baik mengenai Subyek maupun Obyek gugatan serta kronologis tentang kepemilikan tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat; Kabur mengenai subyek gugatan; Penggugat telah salah menarik para pihak didalam perkara a quo, Akibat hukum yang ditimbulkan atas sengketa hak milik atas tanah tersebut pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 tanda tangan Penggugat dalam Surat pernyataan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I (T-I) berbeda sehingga tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah.
Kata Kunci  : Hak Milik, Hak Atas Tanah, Pertimbangan Hakim, Putusan Kasasi.
Abstract

Supreme Court's Cassation Decision Number 1753 K/PDT/2015 that the lawsuit was submitted to the Court, he wanted a dispute resolution before the Aikmel Village Head so that the Minutes of Settlement of the dispute made by the Aikmel Village Head in 2013. The actions of Defendant I / Defendant I who controlled, defended and did not want to return the disputed land along with the Ownership Certificate number 1740/2008 on behalf of H.Muh. Thohir and made a Sale and Purchase Statement on the object of the dispute dated August 14, 2007 between the Appellant/Plaintiff and Defendant I/Defendant I made by To Aikmel Village and including all other letters of transfer of land rights arising from the object of the dispute. The purpose of this study is to analyze the truth according to the concept of civil agrarian law that the defendant has said to fulfill the elements of an unlawful act (onrechtmatige daad) in the judge's consideration of the Supreme Court cassation decision number 1753 K/PDT/2015 and the form of legal protection that can be carried out by the plaintiff over rights disputes. ownership of the land. This research is a normative juridical law research. The results of the research analysis and discussion show that the Plaintiff's claim is obscuur libel, both regarding the subject and object of the lawsuit and the chronology of land ownership. The object of the dispute is controlled by the Defendants; Escape about the subject of the lawsuit; The Plaintiff has wrongly withdrawn the parties in the a quo case. The legal consequences arising from the dispute over the ownership rights to the land are in the Supreme Court's cassation decision number 1753 K/PDT/2015, the Plaintiff's signature in the Sale and Purchase Statement between the Plaintiff and Defendant I (TI) different so that it is not strong enough to state that the sale and purchase between the Plaintiff and Defendant I on the object of the dispute is invalid.
Keywords: Property Rights, Land Rights, Judges' Considerations, Cassation Decisions.
PENDAHULUAN 
Tanah merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia(Adrian 2007). Tanah merupakan salah satu hak milik yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, serta pula bagi bangsa Indonesia, konsep yang ideal menggambarkan hubungan manusia dengan tanah, manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi landasan filosofis kehidupan manusia untuk hidup di bumi (Muslim 2009).  Negara mempunyai hak untuk menguasai tanah melalui fungsi negara untuk mengatur dan mengurus (regelen en besturen). Masalah tanah adalah masalah yang menyentuh hak rakyat yang paling dasar. Tanah, disamping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai fungsi sosial. Karena fungsi sosial inilah yang kadang kala kepentingan pribadi atas tanah dikorbankan, guna kepentingan umum (Sudaryo 1994).  Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (I Wayan 1994). 

Kebutuhan akan lahan atau tanah adalah satu unsur pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak bisa dielakkan lagi keberadaannya. Karena kehidupan manusia itu sama tidak dapat dipisahkan dari tanah. Tanah atau lahan adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan untuk tempat bermukimnya mahluk hidup dalam melangsungkan kehidupannya. Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan. Pengertian ini memberikan arti bahwa manusia sebagai mahluk hidup membutuhkan tanah atau lahan, baik digunakan sebagai tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk tinggal, maupun tempat untuk usaha lainnya, namun pada kenyataanya persediaan lahan yang ada sangat terbatas.
 Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia (Maria 2009).  Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dan untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah.
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya menyangkut tanah. Dalam negara hukum, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat.
Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang (Budi 2003). Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah contohnya saja sengketa tanah yang terjadi di berbagai daerah seperti kasus sengketa tanah di Meruya Jakarta, sengketa tanah PT Indonesia Power vs PT Belaputera Intiland, Sengketa Lahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan Sengketa Lahan di Pubabu, NTT. Selain itu, sengketa tanah juga terjadi antara terkait Hak Guna Usaha, tanah adat, tanah warisan, sengketa batas dan lainnya. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat dari 2.145 sengketa agraria yang ditangani pada 2015, hanya 947 kasus yang terselesaikan. Pada 2016, persoalan yang selesai mencapai 1.570 dari 2.996 sengketa. Pada 2017, pemerintah hanya menyelesaikan 1.034 perkara dari 3.293 kasus yang ditangani.Tahun berikutnya, sejumlah 2.546 kasus terjadi dengan kasus selesai sejumlah 1.652 kasus Tahun lalu, tercatat ada 8.959 kasus sengketa yang 56 persennya terjadi antar masyarakat, antara tetangga dengan tetangga, dan sengketa batas. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengaku bahwa sengketa pertanahan menjadi masalah yang paling sering disengketakan di pengadilan. Bahkan, 70 persen perkara di pengadilan disebut timbul karena konflik tanah.
Kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai dan mempertahankan bidang tanah tertentu termasuk mengusahakan status hak kepemilikannya. Begitu pentingnya arti tanah bagi kehidupan masyarakat maka dalam hal ini berbagai masalah timbul mengenai hak atas tanah, dengan cara mempertegas kepastian hukum atas hak dan kewajibannya, karena masalah perlindungan dan kepastian hukum atas tanah dianggap sebagai pokok masalah utama dalam hukum pertanahan. Hal tersebut dilakukan untuk menanggapi perkembangan di masa yang akan datang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Fokus permasalahan peneliti tertarik untuk mengkaji kasus yang berkenaan dengan sengketa tanah yakni yang terjadi pada kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terjadi antara Inaq Sri Wahyuni melawan Haji Mohammad Thohir pada Putusan  Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015 bahwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong adalah sebagai berikut tanah sengketa adalah berasal dari tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 104 surat ukur No. 249 tahun 1982 seluas 300 m2 atas nama H. Moh. Thohir (Pembanding/Penggugat) yang pada tanggal 21 Agustus 2007 sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik, kemudian terjadi pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 104/tahun 1982 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menjadi 2 ( dua ) Sertifikat Hak Milik yaitu (1 ) atas nama Winarsih dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1739 seluas 200 m2 dan (2) atas nama H. Moh. Thohir ( Pembanding/ Penggugat seluas 100 m2 yang merupakan sisa dari luas tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 104/tahun 1982. Meskipun H.Moh. Thohir tetap menguasai sisa tanah seluas 100 m2 yang merupakan sisa tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 104/tahun 1982. 

Namun hingga sekarang  H.Moh.Thohir tidak juga mendapatkan pecahan Sertifikat Hak Milik nomor 104/tahun 1982 yang menjadi Haknya, justru yang menjual keponakan dari istri H.Moh.Thohir yang bernama Sri Wahyuni ( Terbanding I/Tergugat I ) yang sebelunya disuruh menempati rumah dan tanah yang seluas 100 m2 milik H.Moh.Thohir tersebut tiba-tiba mengaku sebagai pemilik tanah seluas 100 m2 ( tanah sengketa) atas dasar jual beli dari pembeli Inaq Sri Wahyuni (Terbanding I / Tergugat I ) karena Inaq Sri Wahyuni (Terbanding I / Tergugat I ) semata-mata hanya menumpang saja di tanah milik H.Moh.Thohir tersebut, sehingga H.Moh.Thohir sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan menginginkan penyelesaian sengketa dihadapan Kepala Desa Aikmel sehingga terbitlah Berita Acara Penyelesaian sengketa yang dibuat oleh Kepala Desa Aikmel pada tahun 2013. perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa beserta Sertifikat Hak Milik nomor 1740/2008 atas nama H.Muh. Thohir dan membuat Surat Pernyataan Jual Beli atas obyek sengketa tanggal 14 Agustus 2007 antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I yang dibuat oleh Kepada Desa Aikmel dan termasuk segala surat peralihan Hak atas tanah lainnya yang timbul atas obyek sengketa.

Keterkaitannya isu hukum dalam kasus ini adalah konflik norma antara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015  dengan  ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan surat tanda bukti hak yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 32, Pasal 38 UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
Terakhir mengenai peralihan  hak,  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA dalam konteks ini ialah mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum dari penggugat sebagai dasar pertimbangan hakim pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 mengenai perkara sengketa sertipikat hak milik atas tanah. Sehingga, dalam hal ini penulis  tertarik dalam kasus masalah dan mengangkat skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MENGENAI PERKARA HAK MILIK ATAS TANAH PADA PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1753 K/PDT/2015.
Maka muncullah dua rumusan masalah yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan :
1.    Apa dasar pertimbangan hukum oleh hakim (Ratio Decidendi) pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 ?
2.   Apa akibat hukum yang ditimbulkan atas sengketa hak milik atas tanah tersebut pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 ?
Tujuan dari penelitian adalah ini  untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan hukum oleh hakim (Ratio Decidendi) pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 dan akibat hukum yang ditimbulkan atas sengketa hak milik atas tanah tersebut pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015.     
       Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan  tersebut adalah mengenai  hak atas tanah, sifat hak milik atas tanah, asas-asas hak atas tanah, sengketa  pertanahan, Sertipikat tanah, sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, legalitas sertipikat  hak atas tanah, perbuatan melawan hukum dan Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah, Kajian Khusus Dasar Hukum Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Pengadilan.
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan menganalisis secara hukum mengenai dasar pertimbangan hukum oleh hakim (Ratio Decidendi) pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015 dan akibat hukum yang ditimbulkan atas sengketa hak milik atas tanah tersebut pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015  Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kasus (Case Approach) pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. 
     Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) maka peneliti perlu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut. Apabila peneliti menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. 
      Teknik pengolahan bahan hukum Pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji. 
      Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum perdata agraria.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim (Ratio Decidendi) Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 

1
Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2015 dan dihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong ternyata Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan: 

2
Bahwa tanda tangan Penggugat dalam Surat pernyataan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I (T-I) berbeda sehingga tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah, karena itu putusan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi layak untuk dibatalkan; 

3
Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa tanah seluas 1 (satu) are (objek sengketa) telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I secara terang dan tunai sehingga jual beli tersebut adalah sah meskipun tidak dihadapan PPAT, karena itu putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Selong sudah selayaknya dikuatkan; 

4
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 158/PDT/2014/PT.Mtr. tanggal 12 Februari 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 21/Pdt.G/ 2014/PN.SEL. tanggal 28 Oktober 2014. 

5
Serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim (Ratio Decidendi) Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015
Pada kasus sengketa hak milik atas tanah yang terjadi antara Inaq Sri Wahyuni melawan Haji Mohammad Thohir pada Putusan  Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015 bahwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong adalah perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa beserta Sertipikat Hak Milik nomor 1740/2008 atas nama H.Muh. Thohir dan membuat Surat Pernyataan Jual Beli atas obyek sengketa tanggal 14 Agustus 2007 antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I yang dibuat oleh Kepada Desa Aikmel dan termasuk segala surat peralihan Hak atas tanah lainnya yang timbul atas obyek sengketa secara tanpa hak dan ijin serta sepengetahuan dari pemilik sertipikat tanah tersebut.

Penggugat telah berusaha untuk meminta kembali obyek sengketa agar dikembalikan kepadanya, namun para Tergugat tidak mau memberikannya; tindakan dan perbuatan dari Tergugat I yang tidak memberikan sertipikat milik dari Penggugat (Sertipikat SHM Nomor 1740) yang dititip oleh Ibu Winarsih adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad); tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad); 

Tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang membuatkan obyek sengketa surat jual beli, tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang sah adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad); tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

Analisis pertimbangan hakim poin pertama putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1753 K/PDT/2015 yang menyatakan bahwa tanda tangan Penggugat dalam Surat pernyataan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I (T-I) berbeda sehingga tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah bertentangan dengan  ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan surat tanda bukti hak yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 32, Pasal 38 UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Analisis mengenai poin kedua pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tanah seluas 1 (satu) are (objek sengketa) telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I secara terang dan tunai sehingga jual beli tersebut adalah sah meskipun tidak dihadapan PPAT bertentangan dengan peralihan  hak,  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA.

Pada kasus Sengketa sertipikat hak milik atas tanah yang terjadi antara Inaq Sri Wahyuni melawan Haji Mohammad Thohir analisis kasus sengketa sertipikat hak milik atas tanah ini yang penulis juga berpandangan dan berpendapat hal yang sama yakni mengenai:

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) baik mengenai Subyek maupun Obyek gugatan serta kronologis tentang kepemilikan tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat;

2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

3. batal demi hukum atau dibatalkan surat jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat oleh Kepala Desa Aikmel tersebut dan termasuk segala bentuk surat-surat yang timbul atas obyek sengketa.

A. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) 
Baik mengenai Subyek maupun Obyek gugatan serta kronologis tentang kepemilikan tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat; Kabur mengenai subyek gugatan; Penggugat telah salah menarik para pihak didalam perkara a quo, yaitu menarik orang yang bernama Dianti Nova sebagai Tergugat II, sedangkan orang tersebut tidak ada yang identitasnya seperti itu di dalam pihak Para Tergugat dan tidak ada yang namanya Dianti Nova yang menguasai obyek sengketa; dan Kabur mengenai obyek gugatan; 

B. Penggugat telah keliru di dalam mengklarifikasi permasalahan di dalam perkara a quo

Terutama mengenai masalah kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, padahal tanah yang dipegang oleh Para Tergugat, yang dijadikan obyek sengketa, adalah tanah milik Tergugat I, yang dihaki berdasarkan jual beli sesuai dengan surat pernyataan jual beli, 14 Agustus 2007 yang di buat di hadapan Kepala Desa Aikmel; dan oleh karena Penggugat menarik Pihak yang tidak benar Identitasnya dan tidak orang yang namanya seperti yang disebut sebagai Tergugat II menguasai obyek sengketa serta keliru didalam mengklarifikasi tentang kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga menimbulkan kekaburan gugatan yang sangat fatal.

C. Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) di dalam mengambil Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong adalah telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan di dalam Penerapan Hukumnya

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru didalam mengambil kesimpulan karena pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Selong adalah sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum didepan persidangan baik berdasarkan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Para Tergugat/Para Terbanding yang sudah dikuasai lebih dari 40 Tahun secara terus menerus berdasarkan dibeli dari Penggugat/Pembanding dan dibuat didepan pejabat yang berwenang, oleh karena demikian, pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang, seharusnya Pengadilan Tinggi Mataram didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya harus mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong, jadi dengan demikian Pengadilan Tinggi Mataram selanjutnya mau tidak mau tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong menguatkan Putusan, maka Pengadilan Tinggi Mataram mau tidak mau harus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 28 Oktober 2014, Nomor 21/PDT.G/2014/PN.SEL bukan membatalkannya; 

Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a quo dengan tanpa dasar hukum yang jelas dalam artian tidak didukung oleh fakta-fakta formal maupun materiel yang terungkap di dalam perkara ini, jadi jelas-jelas Pengadilan Tinggi Mataram telah khilaf dan keliru di dalam penerapan hukumnya. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong di dalam perkara ini, adalah sangat tidak tepat dan keliru didalam Penerapan Hukumnya, dimana didalam perkara ini Para Tergugat/Para Terbanding telah dapat membuktikan dengan baik dan benar tentang dalil bantahan dalam jawabannya, baik melalui fakta lapangan (pemeriksaan setempat), bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di depan persidangan yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding.

Ditemukan fakta-fakta hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah Milik Para Tergugat/Para Terbanding yang telah dikuasai secara berturut-turut selama 40 tahun tanpa ada gangguan dari siapapun dan telah dibeli secara hukum didepan pejabat yang berwenang yaitu didepan Kepala Desa Aikmel dan didepan para saksi-saksi sesuai Surat Keterangan Jual Beli yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, sedangkan dalam hal ini Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dengan baik dan benar bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah hak miliknya, baik dengan bukti surat yang telah diajukan, tidak ada yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding. Mengingat oleh karena Permohonan Kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan menyampaikan memori kasasi sesuai dengan undang-undang pula, patut kiranya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi diterima.
Analisis Akibat Hukum yang Ditimbulkan Atas Sengketa Hak Milik Atas Tanah Tersebut Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015
Analisis akibat hukum yang ditimbulkan atas sengketa hak milik atas tanah tersebut pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015 tanda tangan Penggugat dalam Surat pernyataan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I (T-I) berbeda sehingga tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah. Setiap permasalahan yang timbul pada saat sengketa yang bergulir di pengadilan harus melalui proses pembuktian. Dari sisi kepastian hukum, PP Nomor 24 Tahun 1997 memang lebih memberikan jaminan yang cukup kuat untuk memberikan kepastian, sehingga sertipikat sebagai tanda bukti pemilikan tanah masih dapat dibatalkan apabila ada bukti data yang dipergunakan sebagai dasar penerbitannya cacat. 
Penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan adalah perbuatan hukum dalam bidang tata usaha negara. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional selaku instansi tata usaha negara melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan sertipikat hak atas tanah telah melalui proses atau tahapan yang ditentukan oleh peraturan mengenai pendaftaran tanah PP Nomor 24 Tahun 1997. Oleh karenanya penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat konstitutif, yaitu keputusan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya adalah negara menjamin dan melindungi pemilik sertipikat hak atas tanah.

Jikalau ternyata terdapat kesalahan atau kekhilafan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, harus melalui mekanisme hukum untuk memperbaiki akibat hukumnya. Dalam kejadian ini tentu ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan berhak atas dan harus diberikan kompensasi kerugian. Dasar untuk mengajukan ganti rugi adalah berdasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanah seluas 1 (satu) are (objek sengketa) telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I secara terang dan tunai sehingga jual beli tersebut adalah sah meskipun tidak dihadapan PPAT. Peralihan hak atas tanah tersebut yang mengakibatkan terjadinya pemecahan. Akibat yang ditimbulkan yakni pemecahan dilakukan terhadap pada 1 (satu) bidang tanah (hak atas tanah) akan menghasilkan hak baru secara keseluruhan dengan dihapuskannya status hak atas tanah yang lama. Namun, status hak atas tanah yang baru adalah sama dengan status hak atas tanah yang lama yang telah dihapus. Atau peralihan hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya pemisahan. Akibat yang ditimbulkan yakni pemisahan yang dilakukan terhadap 1 (satu) bidang tanah (hak atas tanah), akan menghasilkan lahirnya hak atas tanah yang baru disamping hak atas tanah sebelumnya yang telah ada. Status hak atas tanah yang baru adalah sama dengan status hak atas tanah sebelum pemisahan dilakukan.

Dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat suatu penegasan bahwa persetujuan mengakibatkan batal apabila mengandung paksaan, penipuan, kekhilafan, ketidakcakapan si pembuat dan tanpa sebab (kausa tak halal). Dengan demikian apabila di dalam proses peralihan atau perolehan sertipikat hak atas tanah terdapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sertipikat tanah yang dipunyai seseorang belum menunjukan orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya. 

Dalam keadaan yang demikian, sertipikat hak atas tanah setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya. Berbeda dengan sistem pendaftaran tanah positif, yaitu tanda bukti hak seseorang atas tanah adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila ternyata terdapat bukti yang cacat, menunjukan cacat hukum dari perolehan hak tersebut, maka ia tidak dapat menuntut pembatalan, kecuali tuntutan pembayaran ganti kerugian. 

Berikut ini merupakan kutipan-kutipan Pertimbangan Hakim yang merepresentasikan akibat hukum yang ditimbulkan atas sengketa hak milik atas tanah tersebut pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015 :

1
 Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2015 dan dihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong ternyata Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan: 

2
Bahwa tanda tangan Penggugat dalam Surat pernyataan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I (T-I) berbeda sehingga tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah, karena itu putusan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi layak untuk dibatalkan; 

3
Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa tanah seluas 1 (satu) are (objek sengketa) telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I secara terang dan tunai sehingga jual beli tersebut adalah sah meskipun tidak dihadapan PPAT, karena itu putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Selong sudah selayaknya dikuatkan; 

4
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 158/PDT/2014/PT.Mtr. tanggal 12 Februari 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 21/Pdt.G/ 2014/PN.SEL. tanggal 28 Oktober 2014. 

5
Serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Berikut merupakan bagian amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015  :

Mengadili

1
Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. INAQ SRI WAHYUNI, 2. DIANTI NOVA, 3. WAHYUDI tersebut; 

2
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 158/PDT/2014/PT.Mtr. tanggal 12 Februari 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.SEL. tanggal 28 Oktober 2014; 

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Istilah implikasi atau dikenal dengan akibat hukum, terdapat 2 (dua) akibat hukum, yakni akibat hukum secara langsung serta akibat hukum secara tidak langsung. Akibat hukum tersebut setidaknya haruslah memuat mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum(Nasution 1995). Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang semestinya(Badrulzaman 1980). 

Salah satu aspek dari kepastian hukum yakni penegakan hukum. Dimana dalam hal ini, peran yang komprehensif dari aparat penegak hukum. Julius Stahl sebagaimana dikutip Azhary, menyebutkan unsur-unsur utama dalam kepastian hukum, yaitu (Eliyana 2003): 

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;

2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politica (pemisahan);

3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan Undang-Undang (welmatigh bestuur); dan

4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarajat) maka akan ada pengadilan yang akan menyelesaikannya. 

Berdasarkan unsur-unsur tersebut kepastian hukum merupakan peneluran dari sistem hukum. Tidak ada penindakan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum adanya regulasi yang mengaturnya.Kemanfaatan hukum, eksistensi hukum yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum disamping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pendaftaran bidang tanah dikenal 2 (dua) karakter peralihan hak atas tanah yang dapat didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan, yakni:

1. Pertama, peralihan hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya pemecahan. Akibat yang ditimbulkan yakni pemecahan dilakukan terhadap pada 1 (satu) bidang tanah (hak atas tanah) akan menghasilkan hak baru secara keseluruhan dengan dihapuskannya status hak atas tanah yang lama. Namun status hak atas tanah yang baru adalah sama dengan status hak atas tanah yang lama yang telah dihapus. 

2. Kedua, Peralihan hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya pemisahan. Akibat yang ditimbulkan yakni pemisahan yang dilakukan terhadap 1 (satu) bidang tanah (hak atas tanah), akan menghasilkan lahirnya hak atas tanah yang baru disamping hak atas tanah sebelumnya yang telah ada. Status hak atas tanah yang baru adalah sama dengan status hak atas tanah sebelum pemisahan dilakukan. Penjelasan pemisahan berarti bidang tanah yang luas diambil atau dipisah sebagian atau beberapa bagian yang menjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya sebagaimana tertera dalam surat ukur yang baru. Sehingga istilah yang digunakan ialah pemisahan untuk membedakan dengan apa yang dilakukan pada pemecahan.
PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Baik mengenai Subyek maupun Obyek gugatan serta kronologis tentang kepemilikan tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat; Kabur mengenai subyek gugatan; Penggugat telah salah menarik para pihak didalam perkara a quo, yaitu menarik orang yang bernama Dianti Nova sebagai Tergugat II, sedangkan orang tersebut tidak ada yang identitasnya seperti itu di dalam pihak Para Tergugat dan tidak ada yang namanya Dianti Nova yang menguasai obyek sengketa; dan Kabur mengenai obyek gugatan; Penggugat telah keliru di dalam mengklarifikasi permasalahan di dalam perkara a quo, Terutama mengenai masalah kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, padahal tanah yang dipegang oleh Para Tergugat, yang dijadikan obyek sengketa, adalah tanah milik Tergugat I, yang dihaki berdasarkan jual beli sesuai dengan surat pernyataan jual beli, 14 Agustus 2007 yang di buat di hadapan Kepala Desa Aikmel; dan oleh karena Penggugat menarik Pihak yang tidak benar Identitasnya dan tidak orang yang namanya seperti yang disebut sebagai Tergugat II menguasai obyek sengketa serta keliru didalam mengklarifikasi tentang kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga menimbulkan kekaburan gugatan yang sangat fatal. Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) di dalam mengambil Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong adalah telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan di dalam Penerapan Hukumnya.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan atas sengketa hak milik atas tanah tersebut pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 tanda tangan Penggugat dalam Surat pernyataan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I (T-I) berbeda sehingga tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah. Setiap permasalahan yang timbul pada saat sengketa yang bergulir di pengadilan harus melalui proses pembuktian. Dari sisi kepastian hukum, PP Nomor 24 Tahun 1997 memang lebih memberikan jaminan yang cukup kuat untuk memberikan kepastian, sehingga sertipikat sebagai tanda bukti pemilikan tanah masih dapat dibatalkan apabila ada bukti data yang dipergunakan sebagai dasar penerbitannya cacat. Tanah seluas 1 (satu) are (objek sengketa) telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I secara terang dan tunai sehingga jual beli tersebut adalah sah meskipun tidak dihadapan PPAT. Dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat suatu penegasan bahwa persetujuan mengakibatkan batal apabila mengandung paksaan, penipuan, kekhilafan, ketidakcakapan si pembuat dan tanpa sebab (causa tak halal). Dalam keadaan yang demikian, sertipikat hak atas tanah setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya. Apabila ternyata terdapat bukti yang cacat, menunjukan cacat hukum dari perolehan hak tersebut, maka ia tidak dapat menuntut pembatalan, kecuali tuntutan pembayaran ganti kerugian. 
Saran 


Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada para penegak hukum dan pembuat undang-undang agar bisa mengakomodir dam menjamin terlaksananya tujuan hukum yang ada yakni tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Serta dalam konteks permasalahan ini tetap menjalankan amanat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan bidang hukum agraria (pertanahan) maupun persoalan keperdataan. Menjaga netralitas, integritas dan etika profesi yang diemban oleh masing-masing praktisi hukum yang bertugas di pengadilan. 
2. Bagi masyarakat untuk sadar(melek) dan taat hukum dengan mengajukan perlindungan hukum terhadap kepentingan  hukum yang hendak ditempuh melalui upaya-upaya hukum yang ada tentunya haruslah sesuai dengan prosedur serta syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
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